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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
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ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha h Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 
Jika ia       a   i   n a  a a   i a  i   a a  i   i    n an  an a       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A a 
َ ا 
Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 








 َو ى 
 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 












..... | َا َى.  
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ى kasrah dan yā‟ I 






u dan garis di 
atas 
 
4. Tā‟ Ma būṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah  itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ّىِى), 
maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الّ (alif lam 
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 
al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang 
tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi        a  a    n a i a             hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia 
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Ja ā a  (الله) 
Ka a “A  a ” yan   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
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sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 







  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi dan penanggulangan 
Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak di Kabupaten Sinjai baik dalam 
Konsep hukum pidana maupun pidana Islam dan adapun dari kegunaan penelitian ini 
diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sanksi dan 
penanggulangan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak baik dalam 
pandangan hukum umum atau dalam perspektif Islam. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berlokasi di 
Pengadilan Negeri Sinjai denga menggunakan jenis penelitian dalam penulisan 
hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian 
lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan 
teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses wawancara dan studi 
kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis Kualitatif dan 
dijelaskan dengan cara deskriptif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya 
Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak  adalah faktor ekonomi masyarakat 
nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari 
Illegal Fishing, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berfikir instan 
tanpa memperhitungkan akibat Illegal Fishing. Upaya-upaya penanggulangan tindak 
Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak ditempuh dengan melalui 
tindakan Upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum, 
mengadakan patrol secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dan 
juga melalui Upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta 
meneggakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak 
pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak. Dalam Al-Quran banyak 
menyuru manusi untuk mengamati alam semesta termasuk di dalamnya laut agar 
manusia berfikir sehingga mereka bisa mengambil manfaat darinya dengan 
menggunakan ilmu dan teknologi sekaligus sebagai tuntunan dalam pengelolaannya 
agar manusia selalu terikat dengan aturan-aturan Allah swt.  
  Dari hasil penelitian ini disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat 
penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 
akibat dari tindak pidana Illegal Fishing biar memberikan efek jera bagi pelaku dan 






A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia adalah daerah tropis,mempunyai keanekaragaman hayati, baik didarat 
maupun dilaut, yang tinggi khususnya di wilayah pesisir, tingginya keanekaragaman 
hayati tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Seperti 
diketahui bahwa idonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, 
dengan 17.508 buah pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km 
dari utara ke selatan. Luas daratan Negara Indonesia mencapai 1,9 km
2
. Lebih lanjut 
Negara Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 81,791 km, yang 
merupakan pantai terpanjang kedua diseluruh dunia, setelah Canada. Panjangnya 
perairan dangkal ini tumbuh subur dan tingginya keanekaragaman jenis prganisme 
penghuninya. Organisme-organisme ini tersebar keseluruh sub-sistem yang ada di 
ekosistem perairan pesisir laut tropis, disamping itu ekosistem tersebut diketahui juga 
mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang produksi perikanan.
1
 
 Produktifitas primer di perairan pesisir dapat mencapai lebih dari 10.000 gr 
C/m2/th. Nilai produktivitas primer ini adalah sangat tinggi atau jauh lebih tinggi 
umumnya, yaitu sekitar 100 gr C/m2/th atau diperairan laut dalam yang hanya sekitar 
50 gr C/m2/th. 
                                                             
1




 Keanekaragaman bentuk kehidupan yang kini terdapa t pada pemanfaatan 
habitat bahari, organisme-organisme bahari tidak tersebar merata diseluruh lautan, 
lingkungan bahari dapat dibagi secara garis besar sebagai lingkungan plagic dan 
lingkungan dasar atau benthic, dalam lingkungan plagic, perairan dibagi menjadi 
bagian neritic yang ada diatas landasan benua,dan perairan lautan bebas diluar 
landasan benua. Lingkungan benthic dibedakan juga oleh beberapa zona supralittorial 
diatas permukaan air pasang tertinggi, intertidal (bantaran pasang) atau littoral yang 




 Sumber daya hayati dengan segala keanekaragamannya mempunyai perananan 
yang besar dalam menjamin kelestarian peradaban suatu bangsa. Kemampuan 
mengelola pengeksploitasinya secara berkelanjutan, juga kemahiran dalam 
mendapatkan alternative bagi suatu komoditas, kekayaan alam Indonesia meliputi : 
pertama, sumber daya yang tak terhabiskan (terus menerus ada), misalnya sinar 
surya, angina, dan arus laut. kedua, sumber daya alam tak terpulihkan (tidak dapat 
diperbaharui), misalnya minyak, mineral, dan gas. Ketiga, sumber daya alam 
terpulihkan (dapat diperbaharui), misalnya air, hutan, dan teknologi, serta sumber 
daya manusia yang menguasainya. Kesemuanya merupakan unsur pembentukan 
lingkungan hidup yang melahirkan gejala fenomena alam berupa ekosistem yang unik 
,tetapi beraneka ragam. Keanekaragaman alam dalam bentuk inilah yang tersedia bagi 
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Mulyono,Ilmu Lingkungan,(cet,ke-1,Yogyakarta:Graha Ilmu,2007 ), h.6 
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 Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali dapat 
menyebabkan kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Ada berapa aktivitas manusia 
yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan dilingkungan wilayah 
pesisir dan laut. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi 
beberapa macam, yaitu pemukiman, pertanian, perikanan, industry, pariwisata 
(bahari) , pengrusakan, transfortasi laut (termasuksud pelabuhan),  pertambangan dan 
energy. Aktivitas-aktivitas ini ada yang berifat langsung, yaitu langsung merusak 
ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir ,misalnya penagkapan ikan dengan 
menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh 
(jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang pengambilan karang untuk bahan 
bangunan dan atau hiasan akuarium (aquariumtrade),dan tidak langsung, yaitu 
melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang diwilayah pesisir. Limbah bahan 




 Peningkatan jumlah penduduk dan kualitas hidup manusia yang diikuti dengan 
perubahan pola komsumsi masyarakat, memungkinkan permintaan terhadap ikan 
semakin meningkat, hal ini setelah diketahuinya bahwa ikan merupakan makanan 
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Bahaking ,dkk ,Pengetahuan Lingkungan, (Makassar:Alauddin press,2009),  h.41 
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Supriharyono,Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati ,(Cet,ke-1,Yogyakarta:Pustaka 
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dengan protein tinggi dan rendah kolestrol. Walaupun secara umum hasil tangkapan 
tersebut masih berada dibawah kapasitas maksimum lestari, namun ada kecendrungan 
bahwa tekanan penagkapan ikan hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu saja, 
sehingga terjadi kondisi lebih tangkap (over vishing) yang mengakibatkan timbulnya 
kerusakan alam atau lingkungan.
5
 
 Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan 
manusia, meskipun manusia diberi tanggung jawab atau amanah oleh Allah sebagai 
khalifah di bumi. Manusia mempunyai daya  kreatif dan inisiatif, sedangkan 
makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama 
makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat 
perusak lingkungan ikut maju dan berkembang, kerusakan lingkungan diperparah 
dengan banyaknya kapal-kapal tengker yang membawa minyak seringkali mengalami 
kebocoran sehingga air laut (bahkan sampai kesungai) menjadi beracun dan tercemar 
akibatnya saling mengganggu aktivitas manusia juga menyebabkan tercemarnya atau 
matinya ikan atau biota laut lainnya. Akibatnya (keparahan), selain banyak manusia 
(menewaskan, melukai, trauma, stress, dan tekanan psikologis lainnya), juga terjadi 
kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.
6
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 Semua kerusakan sebagaimana dikemukakan merupakan akibat dari 
keserakahan manusia (mengekploitasikan lingkungan habis-habisan ). Oleh karena 
itu, sejak awal Allah memperingatkan adanya akibat buruk dari ulah manusia 
tersebut. Dalam surah Ar-ruum (30) ayat 41 yang berbunyi : 
“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia,supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)” 
 Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan dan Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomer 31  Tahun 2004 tentang Perikanan.dikenal beberapa jenis 
delik perikanan, diatur dalam pasal 86 sampai 101. Adapun delik perikanan ini 
terbagi atas delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan 
menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik 
pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan menggunakan 
bahan terlarang. 
 Penggunaan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau 
bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya 
ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat 
pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya 
ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang 
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dimaksud, pengambilan keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, 
bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.
7
 
 Penggunaan alat penagkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan 
syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertenttu oleh Negara termasuk 
juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan 
penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penagkapan ikan diperlukan 
untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang 
dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan 
mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap 
penggunaan alat penagkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta 
kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat 




 Kasus Illegal Fishing di Indonesia sepertinya kurang mendapat perhatian dari 
pemerintah Indonesia. Padahal kejahatan Illegal Fishing di ZEE (Zona Ekonomi 
Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Selain itu sumber 
perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan 
kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa 
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Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, pembangunan 
bangsanya.
9
 Hal ini jelas menunjukan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati 
dalam hal ini perikanan bagi Indonesia. 
 Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Illegal Fishing di ZEE Indonesia. 
Salah-satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-
Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan 
hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha 
penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum 
internasioanl yang berlaku.
10
 Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 
tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum 
asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta 
mengeksploitasi kekayaan di wilayah ZEE Indonesia. 
 Namun hal itu tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk 
penerapan aturan yang telah ditentukan dalam Konvensi Hukum laut Tahun 1982 
yang merupakan salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh 
Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 62 
ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut 1982 mengharuskan negara pantai untuk 
memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di 
wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumber 
daya hayati oleh negara pantai. Kapal-kapal ikan asing yang mempunyai hak akses 
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 Hasjim Djalal,Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, (Bandung:Binacipta,1979), h 
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pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-
undangan negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan kewajiban-
kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti 
perizinan, imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, 




 Tahun 1979, Indonesia sudah aman, warga negara sipil dilarang menyimpan 
senjata api atau bom dan sekaligus pemerintah melarang menangkap ikan dengan 
bom atau sejenisnya. Tetapi nelayan berupaya merakit bom sendiri dengan cara 
memotong sisa peluru yang tidak terpakai untuk di ambil mesinnya dijadikan bom 
ikan yang dimasukkan kedalam botol. 
 Terumbu karang Indonesia adalah suatu dasar bagi struktur ekonomi dan social 
di kawasan ini, namun keadaannya dalam kondisi sangat terancam. Untuk mengelola 
terumbu karang dibutuhkan implementasi rencana pengelolaan yang menggabungkan 
koleksi data dasar status terumbu karang, hasil pemantauan yang terus menerus, 
starategi implementasi, dan pengelolaan yang adaptif. Karena setiap lokasi berbeda, 
maka strategi yang berskala luas mungkin saja dibutuhkan untuk mengelola 
sumberdaya secara lebih baik,. Pengelolaan yang efektif akan membutuhkan 
sumberdaya manusia yang berkualitas serta dukungan pendanaan. Karena banyak 
tekanan pada terumbu karang yang berakar dari masalah social dan ekonomi, 
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pengelolaan juga harus melihat aspek lain. Upaya yang perlu ditekankan adalah 
pengentasan kemiskinan, mata pencaharian alternatife, perbaikan pemerintahan, dan 
peningkatan kepedulian masyarakat akan nilai terumbu karang dan perikanan serta 
ancaman yang dihadapi keduanya. Bila di informasikan dengan baik didanai secara 
tepat, pemerintah setempat, LSM, tetua desa, dan segmen-segmen kunci industri 
wisata, dapat menjadi pemelihara sumberdaya pesisir yang sukses. 
 Di Sulawesi Selatan, kerusakan terumbu karang akibat bom ikan juga terjadi. 
Saat ini, sekitar 55% terumbu karang di Sulawesi Selatan telah rusak akibat bom 
ikan. Cara penangkapan ikan seperti ini telah merusak ekosistem yang ada dibawah 
permukaan laut, termasuk terumbu karang. Tidak hanya terumbu karangnya yang 
rusak, melainkan jutaan spesies biota laut yang unik bisa terancam akibat pemboman 
ikan itu. Terkhusus di wiayah perairan Kabupaten Sinjai pada tahun 2016 terjadi 
kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Terdakwa menangkap ikan 
dengan cara mencari lokasi yang banyak ikannya terlebih dahulu, kemudian 
Terdakwa membakar sumbu api bom ikan rakitan tersebut kemudian dilemparkan 
ketempat berkumpulnya ikan, stelah meledak, Terdakwa kemudian menyelam untuk 
mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati karena terkena dampak dari bom tersebut. 
 Dari uraian latar belakang masalah diatas, fenomena hal tersebut menarik dikaji 
bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam 
bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan 




B. Deskripsi  Fokus 
 Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefenisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan mendefenisikan dan memberikan pemahaman 
tentang penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan judul yang di anggap 
penting : 
1. Sanksi/Hukuman pada dasarnya sanksi/hukuman merupakan imbalan yang 
bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang 
yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang. 
2. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, 
menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif 
dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 
dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, 
dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara 
preventif dan refresif. 
3. Tindak pidana adala istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan 
perundang-undangan terhadap perilaku yang melanggar ketentuan pidana 
yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan baik perilaku tersebut berupa 
melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun 
tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. 
4. Illegal fishing dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. 
Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam 
bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh, mengail atau 
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memancing. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
Kementrian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada illegal fising, 
yaitu pengertian illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing yang 
secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikananyang tidak sah, 
kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau 
aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga 
pengelolaan perikananyang tersedia. 
5. Bahan peledak (explosive) adalah bahan/zat yang berbentuk cair, padat, gas 
atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan, 
gesekan, akan berunah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih 
stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan 
tersebut berlansung dalam waktu yang amat singkat, disertai efek panas dan 
tekanan yang sangat tinggi. 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan pokok 
masalah berikut ini: 
 Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penangkapan ikan 






 Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat dikemukakan sub masalah berikut 
ini : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 55/pid.SUS-
LH/2016/PN.Snj terkait tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan 
Bahan Peledak? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan literature meliputi : 
1. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati Di Wilayah Pesisir Dan Laut Tropis, 
karya Supriharyono, Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar tentang 
konservasi sumberdaya laut diwilayah tropis, termasuk beberapa contoh kawasan 
konservasi laut yang ada di Indonesia, buku ini merupakan cetak ke II, 
mengingat perkembangan permasalahan lingkungan dan upaya pengelolaan atau 
kebijakan pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk penulis buku 
ini ada manfaatnya, terutama bagi pecinta lingkungan laut, dan para mahasiswa 
yang mengambil matakuliah terkait dengan topic ini, khususnya mahasiswa 




2.  Nunung Mahmudah dalam bukunya Illegal fishing12 memaparkan bahwa praktik 
kejahatan Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia selama ini kian marak. 
Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara pada 
umumnya serta masyarakat pesisir pada khususnya. Pada era pemerintahan Joko 
Widodo, menurut menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian 
akibat Illegal Fishing bisa mencapai  US$ 20 miliar, atau Rp.240 triliun per 
tahun. Bahkan, pemerintah Presiden Joko Widodo membuat kebijakan 
menenggelamkan kapal pelaku Illegal Fishing. Kebijkan masih menimbulkan 
‘kontroversi’, apaka efektif memberantas Illegal Fishing di Indonesia? Hal yang 
perlu di catat, apakah kebijakan tersebut sudah mententuh korporasi sebagai 
pelaku kejahatan yang sesunggunya ? 
3. Ilmu Lingkungan Edisi Refisi, karya Muhammad Erwin, buku ini memberikan 
gambaran dan pembahsan serta solusi atau kondisi lingkungan saat ini, kerusakan 
yang terjadi dimana-mana, di darat, air, dan udara. Kesadaran manusia masih 
sangat perlu ditingkatkan dan masih perlu diberikan pemahaman tentang 
lingkungan, hanya satu bumi. Pemberian bekal kepada mahasiswa khususnya 
dengan generasi muda pada umumnya, terhadap kesadaran, berperilakuan dan 
bersikap yang positif terhadap lingkungan sangat penting dilakukan dan cocok  
sekali buat referensi skripsi Penulis. 
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4. Ilmu Lingkungan karya Hadid Muhjad. Buku ini memberikan gambaran dan 
pembahasan serta solusi atau kondisi lingkungan saat ini, buku ini juga 
menekankan bahwa hukum lingkungan itu adalah hukum administrasi, sehingga 
dalam pengelolaan lingkungan besar sekali peranan instrument lingkungan dari 
pemerintah. Hukum Lingkungan yang berfungsi sebagai perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dilaksanakan oleh pemerintah 
dengan peran serta masyarakat. Pemberian bekal kepada mahasiswa khususnya 
dan generasi muda pada umumnya, terhadap kesadaran, berperilakuan dan 
bersikap positif terhadap lingkungan sangat penting dilakukan dan cocok sekali 
buat referensi skripsi saya. 
5. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa karya 
Siswanto Sunarso, Buku ini membahas tentang penyelenggaraan pengelolaan 
lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan 
tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta 
perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan 
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah 
yang di paparkan di atas, yaitu sebagai berikut : 
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a. Untuk mengrtahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak 
pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Studi putusan 
pengadilan negeri sinjai 55/pid.SUS-LH/2016/PN.Snj 
b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan 
No.55/pid.SUS-LH/2016/PN.Snj) 
2. Manfaat 
 Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat 
secara praktis. 
1. Secara teoritis 
a. Sebagai sumber informasi yang jelas kepada masyarakat tentang faktor 
penyebab dan akibat penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan 
b. Sebagai kajian yuridis terhadap efektifitas Undang-undang Nomer 45 Tahun 
2009  tentang Perikanan 
2. Secara praktis 
a. Sebagai bahan masukan kepada penegak hukum,khususnya penyidik dalam 
proses penyelesaian perkara penangkapan ikan menggunakan bahan peledak 
(Studi  putusan pengadilan negeri sinjai 55/pid.SUS-LH/2016/PN.Snj) 
b. Menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mencari solusi dan upaya 
alternatife yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penangkapan ikan 
menggunakan bahan peledak 
c. Menjadi umpan balik bagi pembuat peraturan perundang-undangan dibidang 
perikanan, sehingga senantiasa responsive dan produk-produk perundang-
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A.  Hukum Lingkungan 
1. Pengertian Hukum Lingkungan 
UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yang selanjutnya disingkat UUPPLH adalah domainnya hukum lingkungan di 
indonrsia.Manifestasi UUPPLH menunjukkan perihal hukum dan lingkungan. 
Hukum Lingkungan dari dua buah kosakata  Hukum dan Lingkungan diuraikan 
dalam manifest UU No.32 Tahun 2009 sebagai berikut : 
1)  Hukum 
  Hukum tersebut ditempatkan sebagai : 
a. Mengatur;dan 
b. Pengamanan 
Sebagai mengatur konsepsinya terletak pada wewenang peraturan perundang-
undangandalam system pemerintahan yang berdasarkan paham negara hukum yang 
diarahkan pada legitimasi kekuasaan untuk mengatur wilayah. 
Mengacu pada pandangan Hans Kelsen : Bahwa suatu sitem hukum  adalah 
suatu hierarkis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada 
ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang lebih tinggi 
adalah Grundnorma atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih 
rendah adalah lebih kongret daripada ketentuan yang lebih tinggi.Dalam buku 
General Theory of Law and State dijelaskan bahwa teori ini tidak boleh dipengaruhi 
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oleh motif-motif atau maksud-maksud dari para pejabat pembuat hukum atau oleh 
keinginan atau kepentingan individu-individu berkenaan dengan pembentukan hukum 
yang mereka taati, kecuali kalau motif dan maksud ini,keinginan dan kepentingan ini, 
dimanifestasikan dalam materi hukum yang dihasilkan oleh proses pembuatan 
hukum. Apa yang dijumpai dalam isi norma hukum positif tidak bisa memasuki 
konsep hukum. Teori umum tentang hukum diarahkan pada analisis structural 
terhadap hukum positif bukan pada penjelasan psikologis atau ekonomis berkenaan 
denga kondisi-kondisinya, atau penilaian moral atau politik berkenaan dengan tujuan-
tujuannya. 
Sebagai pengamanan konsepsinya dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebuah 
teori untuk menerapkan prinsip-prinsip umum dari pendekatan “ultilitarian” kedalam 
kawan hukum.menurut Bentham, Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah 
untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat. Prinsip 
dari aliran Utilitarialisme adalah : “Manusia akan melakukan tindakan untuk 
mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan . 
Bentham mencoba Menerapkannya dibidang Hukum atas dasar ini, baik buruknya 
suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. 
Demikianpun dengan perundang-undangan baik buruknya ditentukan pula oleh 
ukuran tersebut diatas. Jadinya undang-undang yang banyak memberikan 





Pada Pasal 1 angka 1 dibunyikan sebagai berikut : 
Lingkungan  hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya,dan 
makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya ,yang memengaruhi alam itu 
sendiri,kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 
lain. 
Dengan demikian yang dimaksud dengan “Hukum Lingkungan” adalah 
sebuah deskripsi dari prinsip mengatur dan mengamankan terhadap lingkungan hidup 
sebagaimana pengertian dimaksud dalam pasal 1 angka 1. 
Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang 
ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi 
yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan 
demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. 
Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan 
seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang 
mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya. 
Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum 
yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan 
mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah 
perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi 
kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. 
Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada 
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lingkungan atau Environment-Oriented Law, sedang hukum lingkungan yang secara 




Pengertian Hukum Lingkungan menurut pasal 1 butir 12 Undang-undang 
Nomer 23 Tahun 1997,yakni : 
Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup,energi/atau komponen lain ke 
dalam lingkungan hidup oleh kegiatan,sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat 
tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan 
peruntukkannya.Atas dasar keterkaitan makhluk dengan makhluk lainnya dalam suatu 
sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Ciri-ciri adanya ekosistem adalah 
berlangsungnya pertukaran dan transformasi energy yang sepenuhnya berlangsung di 
antara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau sistem yang lain. 
Energi pada setiap makhluk hidup dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain 
yang menyebabkan terjadinya kelangsungan hidup. Dalam Islam, saling keterkaitan 
ini merupakan salah satu tujuan penciptaan Allah. Sebab Allah menciptakan segala 
sesuatu dengan suatu tujuan tertentu (tanpa sia-sia). Firman Allah dalam QS ali-
Imran/3:190-191 
 






 ۡخٱَو ِضَۡرۡلۡٱَو ِتٲَى ٰـ َم َّسلٱ ِقۡلَخ ِىف َِّنإ ِىلُْو ألۡ ٍ۬ ت ٰـ ََيَلۡ ِرَاہَّنلٱَو ِلۡيَّلٱ ِف ٰـ َِلت
( ِة ٰـ َثَۡلۡلۡٱ٠٩١ َنوُزََّڪَفَتيَو ۡمِِهتُىنُج َٰىلَعَو ا ٍ۬ دىُُعقَو ا ٍ۬ م ٰـ َِيق َ َّللَّٱ َنوُزُكَۡذي َهيِذَّلٱ )
 َن ٰـ َحۡثُس 
ٍ۬ لِط ٰـ َت اَذ ٰـ َه َتَۡقلَخ اَم َانَّتَر ِضَۡرۡلۡٱَو ِتٲَى ٰـ َم َّسلٱ ِقۡلَخ ِىف َباَذَع َاِنَقف َك
( ِراَّنلٱ٠٩٠)  
Terjemahan: 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) 
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 
Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”2 
 
2. Fungsi Hukum Lingkungan 
Fungsi hukum lingkungan  adalah mengatur dan melindungi ekosistem 
sebagaimana dibunyikan pada Pasal 1 angka 4 berbunyi : “Ekosistem adalah tatanan 
unsur lingkungan yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling 




                                                             
2
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahan (t.t: t.p 2012), h.142 
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Achmad  Faisal,Hukum lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri 




3.   Tujuan Hukum Lingkungan 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :.
4
 
a. Melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
b. Menjamin kesalamatan,kesehatan,dan kehidupan manusia 
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem 
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 
e. Mencapai keserasian keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup 
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan 
g. Menjamin pemunahan dan perlindungan ha katas lingkungan hidup  sebagai 
bagian dari hak asasi manusi 
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana  
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan 
j. Mengantisipasi isi lingkungan global 
4. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan 
Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum 
yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup). Istilah hukum lingkungan 
merupakan konsep yang masih baru dalam ilmu hukum,ia tumbuh sejalan bersamaan 
dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya lingkungan. 
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M.Haidin Muhjad,Hukum lingkungan sebuah pengantar untuk konteks 
Indonesia(Yogyakarta:genta publishing,2015), h.247 
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Koesnadi Hardjoesoemantri mengemukakan bahwa hukum lingkungan 
merupakan bidang ilmu yang masih sangat muda,yang perkembangannya baru terjadi 
pada dasawarsa akhir ini. 
Drupsteen mengemukakan bahwa hukum lingkungan (milieurecht) adalah 
hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuutlijk milieu) dalam arti 
seluas-luasnya. Lebih lanjut Drupsteen mengemukakan bahwa ruang lingkup hukum 
lingkungan berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan 
lingkungan. 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Lingkungan 
merupakan instrument yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan 
lingkungan dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar 
terdiri atas hukum pemerintah (bestuurecht).Hukum Lingkungan Pemerintah ini  ada 
yang dibentuk oleh pemerintah pusat,dan hukum lingkungan pemerintah yang 
dibentuk oleh pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan 
internasional atau melalui perjanjian negara-negara lain. 
Hukum lingkungan ini oleh Drupsteen dibagi dalam beberapa bidang, yaitu:  
a) Hukum Kesehatan Lingkungan (milieuhygienerecht) 
Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan. 
1) Dengan kebijakan dibidang kesehatan lingkungan, 
2) Dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara, dan 
3) Dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang 
perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan. 
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b) Hukum Perlindungan Lingkungan(milieubeschermingsrecht), dan 
Hukum perlindungan lingkungan tidak hanya mengenal satu bidang 
kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan 
perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan 
lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan 
antrohpogen 
c) Hukum Tata Ruang (ruimtelijk ordeningsrecht) 
Hukum tata  ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan 
tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpelihanranya penyesuaian 
timbal balik yang yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat 
Koesnadi Hardjasoemantri, mengemukakan bahwa hukum lingkungan di Indonesia 
dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 
1) Hukum tata lingkungan 
2) Hukum perlindungan lingkungan  
3) Hukum kesehatan lingkungan 
4) Hukum Pencemaran Lingkungan 
5) Hukum lingkungan transnasional/internasional.dan 
6) Hukum sengketa lingkungan 
Hukum mempunyai perananan penting dalam pengelolaan lingkungan,karena 
dahulu terdapat anggapan bahwa pengertian dan perhatian manusia terhadap alam 
sebagai tempat hidupnya hanya semata-mata dijadikan sebagai obyek saja. Manusia 
belum begitu sadar dan dapat membayangkan bahwa antara alam tempatnya hidup 
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dengan manusia adalah mempunyai kedudukan yang sama. Dalam pengertian bahwa 
dalam alam, fungsi manusia dan fungsi “tempat hidup” itu sama pentingnya karena 
saling isi-mengisi dan salin pengaruh dan mempengaruhi. Atas dasar kenyataan alam 
tersebut, maka perlu manusia juga senantiasa melindungi dan memelihara “tempat 




3. Asas-Asas Umum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
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a. Asas Legalitas, yang artinya pemidanaan harus berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. Artinya dalam rumusan peraturan hukum pidana harus 
terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai 
perbuatan-perbuatan pidana dibidang lingkungan hidup (delik lingkungan), 
tentang peradilan pidana dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat 
kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan 
alam hingga dapat dinikmati oleh generasai-generasi yang akan dating. 
b. Asas Pembangunan yang Berkesinambungan( the Principle of sustainable 
defelovement) yang diterima oleh The General Assembly PBB pada tahun 1992 
yang menegaskan, bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan 
hak generasi yang akan dating untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. 






Muhammad Erwin.hukum lingkungan dalam system perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup di Indonesia.(Bandung:PT.Refika Aditama,2015) h.144 
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c. Asas Pencegahan( The Precautionary Principle)yang merupakan prinsip 15 
deklarasi Rio De Jeneiro. Asas ini menegaskan bahwa penindakan yang 
dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada undang-undang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup diupayakan tidak langsung menjatuhkan 
penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh 
dari yang teringan, sedang, hingga yang terberat. 
d. Asas Pengendalian (Principle of Restrime ) yang juga merupakan salah satu 
syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru 
dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat 
ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternative 
penyelesaian sengkete lingkungan diluar pengadilan. 
Menurut undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup bab 2 pasal 2 adalah : 
1) Tanggung jawab negara 
2) Kelestarian dan keberlanjutan 
3) Keserasian dan keseimbangan 





9) Keanekaragaman hayati 
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10) Pencemar membayar 
11) Partisipatif 
12) Kearifan lokal 
13) Tata kelola pemerintahan yang baik 
14) Otonomi daerah 
B. Pencemaran lingkungan 
1.  Pengerian pencemaran lingkungan 
Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat energy, dan atau komponen lain kedalam lingkungan, atau 
berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia  atau oleh proses alam 
sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan 
lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 
peruntukkannya (Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No.4 
Tahun 1982) 
Peristiwa pencemara lingkungan disebut zat polusi. Zat atau bahan yang dapat 
mengakibatkan pencemaran disebut Polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan 
bile keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terdapat makhluk hidup. 
Contohnya karbondioksida dengan kadar 0,033% diudara berfaedah bagi tumbuhan, 










1.  Macam-macam Pencemaran Lingkungan 
a. Pencemaran Laut dan Pesisir 
Pencemaran laut adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki oleh manusia 
terutama bagi orang-orang yang kehidupannya bersumber dari laut. Hal ini 
disebabkan karena pencemaran laut dapat menimbulkan kerugian pada sektor 
pariwisata laut, sektor perikanan, sektor pertanian dan peternakan, sektor 
kehidupan burung-burungan, dan sektor binatang laut.
8
 
Bila industri-industri besar dengan leluasa membuang limbah ke 
sungai, maka semua sungai yang bermuara di laut akan menumpahkan 
limbahnya ke laut.Sudah tidak khayal lagi laut dan pesisir sebagai kawasan 
pariwisata yang potensial, hancur dan suram, karena pencemaran. Rusaknya 
pesisir yang utama disebabkan oleh hancurnya hutan bakau .Hutan bakau di 
sepanjang pesisir Indonesia, diperkirakan seluas 4,2 juta hektar. Hutan ini 
memiliki peran ganda yang sangat penting bagi lingkungan pesisir, baik 
sebagai pelindung pantai terhadap gelombang laut, penahann angina, maupun 
penahanan kecepatan erosi pantai oleh kikisan arus.Fungsi kedua bertujuan 
menciptakan lingkungan hidup yang sangat membantu kehidupan manusia, 
memberikan perlindungan berbagai jenis biota laut seperti udang, kepiting, 
nener dan berbagai jenis satwa lainnya. 
 Hutan bakau susut kualitas dan kuantitasnya karena pemungutan untuk 
kayu, diubah menjadi tambak-tambak udang dan perubahan lahan bakau untuk 
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Sukan Husain,Hukum Lingkungan Internasional,(Jakarta:PT Raja grafindo,2016) h.36 
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kepentingan prasarana fisik dan bangunan lainnya yang bersifat komersial. 
Dampak terhadap pencemaran laut dan pantai, utamanya dialami oleh para 
nelayan kecil, yang berlokasi dipinggir pantai. Di kota sulit mencari 
pekerjaan, timbul pengangguran, gangguan ketertiban, dan keamanan 
meningkat, tibul daerah kumuh, merusak estetika. 
b. Pencemaran Udara 
Pencemaran udara pada umumnya mencakup daerah yang sangat luas, 
tidak mengenal secara tegas batas wilayah administrasi, baik daerah, 
kabupaten, provinsi bahkan negara. Pencemaran udara merupakan masalah 
yang kompleks, mencakup berbagai aspek yang cukup luas. Permasalahan 
pencemaran udara, baik sumber permasalahan, usaha pencegahan atau 
penanggulangannya harus segera ditangani dari segi-segi tekhnis, instutisional 
dan social ekonomi. Pencemaran udara akan lebih cepat berkembang daripada 
pencemaran air dan tanah/lahan. Bahan atau zat pencemar udara biasanya ada 
2 (dua) klasifikasi dasar, yaitu partikel dan gas. yang disebut partakel adalah 
debu, sedangkan gas yang selama ini dianggap penting dalam permasalahan 
lingkungan udara bebas yakni CO,NO2,CO2 oksida dan hidrokarbon. Pada 
konsentrasi yang berlebihan zat-zat tersebut akan membahayakan kesehatan 
maupun hewan, menyebabkan kerusakan tanaman ataupun material serta 





c. Pencemaran Tanah dan Lahan Pertanian  
Pencemaran tanah dan lahan pertanian pada umumnya tercemar karena 
limbah, sebagian besar limbah pencemar tanah dan lahan pertanian adalah 
limbah industry. Limbah industry dapat berwujud : 
1) Limbah padat : sampah organic, bekas kesmasan berupa kaleng, botol, dan 
kantong plastic 
2) Limbah cair : bekas minyak pelumas, cairan-cairan kimiawi, cairan 
berlarutan lumpur, yang mengandung antara lain logam berat dan lain-lain 
3) Limbah gas dan partikel yang merusak tanaman : kaleng bekas dan plastic, 
bahan potensial mencemari tanah. Limbah cair pada umumnya dibuang 
kesungai, air sungai pada umumnya untuk pertanian. Sudah sewajarnya 
lahan pertanian tercemar oleh limbah cair maupun gas. 
d. Kerusakan Hutan (Deforestation) 
Fungsi hutan disamping sebagai area peresapan air, endapan CO2 dan 
mengatur hidrologi, juga merupakan sumber pendapatan yang paling mudah 
didapat, sedangkan area endapan untuk CO2 masih merupakan beban mereka. 
Sekarang gilirannya negara-negara berkembang dan negara miskin melakukan 
penebangan hutan, hutan daerah tropis merupakan paru-paru dunia. Dikatakan 
deforestation bila penebangan hutan menjadi rawan (onggak-
onggakan)sehingga hutan lama kelamaan berubah menjadi padang rumput, 
padang rumput dapat berubah menjadi padang pasir. 
30 
 
Penebangan hutan paling parah bila terkait pada pembakaran hutan 
yang menimbulkan BBF (Bahan Bakar Fosil) yang berdampak menambah 
rusaknya lapisan ozon.Tangkisan terhadap deforestation. 
e. Emisi Gas Rumah Kaca (Green house Effek) 
Green house effek mengubah iklim dibumi semakin panas. GRK 
berasal dari berbagai sumber.Sumber terbesar berasal dari pembangkitan dan 
konsumsi energy (57%).Sekitar 25% energy matahari dipantulkan oleh awan 
atau partikel lain di atmosfir, dan 5% oleh permukaan bumi, sedangkan 25% 
diserap awan dan 45% diabsopsi dipantilkan kembalu dalam bentuk radiasi 
inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Dengan demikian permukaan 
bumi akan bertambah panas.  
Efek rumah kaca sebenarnya diperlukan,agar suhu bumi tidak terlalu 
rendah, sehingga bumi nyaman. Tetapi apabila GRK terlalu besar, bumi 
semakin panas. Kenaikan volume air laut, berakibat naiknya permukaan air 
laut. Kenaikan suhu 1,5- 4,5
o
C terjadi kenaikan permukaan air laut 25-140 
CM.Sumber GRK terbesar adalah pembakaran BBF, minyak, gas, batubara 
untuk industry rumah tangga dan transformasi. Sumber kedua adalah CFC 
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Siswanto sunarso,Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian 
Sengketa,(Jakarta:Rineka Cipta,2005) h.9-13. 
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2.   Faktor-faktor  Terjadinya Pencemaran Lingkungan 
Para sarjana tidak mempunyai pandangan yang sama tentang sebab-sebab 
timbulnya masalah-masalah lingkungan. Berdasarkan sudut pandang para sarjana, 
maka setidak-tidaknya ada lima faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-
masalah lingkungan, yakni teknologi, penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai yang 
berlaku. 
a) Teknologi 
Barry Commonner(1973)dalam bukunya “the Closing Circle” melihat bahwa 
teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya 
revolusi dibidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi 
selama lima puluh tahun terakhir, setelah mendorong perubahan-perubahan besar 
di bidang teknologi. Selanjutnya hasil-hasil teknologi itu diterapkan dalam sektor 
industry, pertanian, transportasi, dan komunikasi. 
b) Pertumbuan Penduduk 
Ehrlich dan Holdren menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan 
peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan 
kualitas lingkungan hidup. Mereka menolak pandangan Commonner bahwa 
pengembangan dan penerapan teknologi baru kedalam berbagai sektor yang 
dimulai pada tahun 1940 sebagai penyebab terjadinya masalah-masalah 
lingkungan. Ehrlich dan Holdren berpendapat bahwa jauh sebelum teknologi maju 
dikembangkan seperti apa dewasanya ini, bumi tempat hidup manusia telah 
mengalami bencana lingkungan. Mereka menunjukkan beberapa contoh, yakni 
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terjadinya gurun pasir di lembah Sungai Euphrate dan sungai Tigris, yang pada 
zaman sebelum masehi terkenal sebagai kawasan subur. 
c) Motif Ekonomi 
Hardin(1997)dalam karya tulisnya “the Tragedy of the Commons)”melihat 
bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia 
atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun 
dalam kelompok terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan Common 
Property. Common Property adalah sumber daya alam yang tidak dapat menjadi 
hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya 
untuk kepentingan masing-masing .Commonp Property itu meliputi sungai, 
padang rumput, udara, laut. Karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk 
dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-
masing,maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan dan 
mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin untuk perolehan keuntungan 
pribadi yang sebesar-besarnya. 
d) Tata Nilai 
Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan 
hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia 
sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu 
yang ada dialam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata 
.Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah anthropocentric atau 
homocentdiric. Berdasarkan perspektif antroposentris, dalam semesta atau 
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lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk 
kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat dalam alam semesta  
dipandang sekadar sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak 
terbatas. 
Berdasarkan wawasan pandang antroposentris, manusia bukanlah bagian dari 
alam. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh sang pencipta untuk mengatur dan 
menaklukkan alam. Kaidah-kaidah yang berlaku diantara masyarakat tidak berlaku 
terhadap benda-benda alam atau makhluk alam lainnya, seperti hewan dan pohon-
pohon. Dengan demikian, wawasan pandang antroposentris menimbulkan dualism 
antara manusia disatu pihakdan alam semesta serta makhluk lainnya dipihak lain. 
Oleh sebab itu, eksploitasi terhadap alam semesta ,menurut wawasan pandang 
antroposentris, harus dilihat sebagai perwujudan kehendak tuhan. Manusia pada 
dasarnya diciptakan oleh tuhan untuk menguasai dan menaklukkan alam.
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C. Illegal Fishing 
Illegal Fishing berasal dari kata illegal  yang berarti tidak sah atau tidak 
resmi.Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan dari kata fish dalam 
bahasa inggris yang berarti ikan, mengambil, merogoh ,mengail atau memancing. 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan 
dalam Perikanan, memberi batasan pada istilah illegal fishing, yaitu pengertian 
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illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing yang secara harfiah dapat 
diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak 
diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu 
institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. 
Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of 
Action (IPOA)-illegal,unreported,unregulated (IUU) fishing yang diprakarsai oleh 
FAO dalam konteks implementasi  Code of Conduct for Responsible Fisheries 
(CCRF).Pengertian illegal fishing sebagai berikut :
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1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau 
kapal asing diperairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari 
negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut 
bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (activities conducted by 
national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state,without 
permission of the state,or in contravention of its laws and regulation) 
2. Kegiatan penagkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera 
salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan 
perikanan regional,Regional Fisheries Management Organization (RFMO), 
tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan 
konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara 
RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang 
berkaitan denga hukum internasional (activities conducted by vessels flying the 
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flag of states that are parties of a relevant regional fisheries management 
organization (RFMO)but operate in contravention of the conservation and 
management measures adopted by the organization and by wich state are 
bound, or relevant provisions of the applicable international law). 
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan 
suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang 
ditetapkan negara anggota RFMO (activities in violation of national laws or 
international obligations,including those undertaken by cooperating stares to a 
relevants reginal fisheries management organization (RFMO) 
D.  Pengertian Bahan Peledak 
Bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau 
campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan 
akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau 
seluruhnya berbentuk gas. Selain itu bahan peledak juga dapat dikelompokkan 
menjadi 2  yakni, bahan peledak kuat (high explosive) dan bahan peledak lemah (low 
explosive), bahan peledak kuat merupakan bahan peledak yang berupa campuran 
senyawa kimia yang banyak digunakan baikdalam bidang militer maupun sipil yang 
bertujuan sebagai penghancur sedangkan bahan peledak lemah merupakan bahan 
peledcak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan isian pendorong amunisi 
dan potasium klorat sebagai bahan untuk pembuatan api petasan.
12
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diakses pada 12 mei 2018 
36 
 
Didalam Islam sendiri suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana 
apabila peraturan tersebut melanggar tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, 
harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan 
ketentraman masyarakat.Setiap kejahatan atau pelanggaran yang telah digtentukan 
sanksinya dalam al-Qur’an dan Hadis disebut sebagai jarimah hudud, sedangkan 
kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan sanksinya dala al-Qur’an dan Hadis 
disebut jarimah ta’zir yang mana ta’zir sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yakni: 
jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah dan jarimah ta’zir yang menyinggung 
hak individual. 
E. Sanksi Hukum Illegal Fishing 
Tentunya Hukum Indonesia Menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi 
bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. 
Dalam tindak pidana Illegal Fishing juga terdapat hukuman atau sanksi Illegal 
Fishing dari terberat hingga teringan menurut UU Nomor 31 tahun 2004 tentang 
perikanan. 
1. Pidana Penjara 
Sesuai dengan UU Perikanan Nomor 31 tahun 2004,sanksi pidana penjara adalah 
dipidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan berikut: 
a. Nahkodah atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah 
kapal, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab 
perusahaan perikanan, pemilik kuasa perusahaan perikanan dan operator kapal 
perikanan yang dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan 
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menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, peralatan ataupun cara 
menangkap ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan 
lingkungan laut, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
13
 
b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan ataupun 
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan 
peledak, ataupun peralatan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya 
ikan lingkungan laut maka sankksinya adalah pidana penjara paling lama 6 




c. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia ataupun dilaut lepas, yang tidak memiliki surat izin 
penangkapan ikan (SIPI) tahun dan denda paling lama 6 (enam)tahun dan denda 
paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).
15
 
d. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia ataupun dilaut lepas, yang tidak memiliki Surat 
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15
 Pasal 93 ayat (1) 
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Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun denda 
paling banyak Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
16
 Pasal ini adalah 
pasal pidana untuk pelaku Illegal Fishing dari nelayan asing yang memang sudah 
seharusnya diberikan sanksi yang berat karena telah melanggar batas kedaulatan 
negara Indonesia.
17
 Pasal ini adalah pasal pidana untuk pelaku illegal fishing dari 
nelayan asing yang memang sudah seharusnya diberikan sanksi yang berat, 
karena telah melanggar batas kedaulatan negara Indonesia. 
e. Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat 
penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan 
persyaratan dan standar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000..000.00 (dua miliar rupiah)
18
 
f. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan 
diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia  yang melakukan 
pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak memiliki Surat Izin 
Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diberikan hukuman dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000.00 ( satu miliar 
lima ratus juta rupiah).
19
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g. Nahkodah yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang 
dikeluarkan oleh Syahbandar,
20
 diberikan sanksi dengan pidana penjara paling 




2. Pidana Denda 
Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk mendapatkan tujuan dari 
pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan.
22
 Dan mengembalikan 
kerugian yang telah diderita oleh Negara sebagai pihak yang dirugikan secara 
langsung oleh kejahatan Illegal Fishing tersebut. Di dalam UU No 31 tahun 2004 
pidana denda merupakan pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana 
penjara yang dibebankan kepada pelaku Illegal Fishing, sehingga setiap pasal 
yang menyebutkan pidana penjara pastilah ditambahkan dengan pidana denda. 
 Namun terbyata ada beberapa kelemahan pidana denda ini sebagaimana 
disebutkan oleh Suparni: 
a. Bahwa pidana denda ini dibayarkan atau di tanggung oleh pihak ketiga, 
sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh 
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terpidana sendiri. Sehingga tidak mendidik terpidana untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya 
b. Bahwa pidana denda juga membebani pihak ketiga yang tidak bersalah 
c. Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu 
terlebih jika pidana denda yang dijatuhkan tidak sebanding dengan 
keuntungan yang diperoleh terpidana. 
3. Penyitaan 
Sanksi berupa penyitaan termasuk kedalam sanksi tambahan yang dibebankan 
kepada pelaku Illegal fishing yaitu berupa penyitaan kapal dan peralatan 
penangkapan ikan, dan perampasan hasil tangkapan oleh pengadilan dan penyidik 
sebagai barang bukti.
23
 Yang kemudian dalam efektifitasnya bisa dilakukan 
pelelangan untuk menjadi kekayaan Negara, tentunya sesuai keputusan berkekuatan 
hukum tetap pengadilan yang memeriksa perkara Illegal Fishing tersebut. 
4. Pencabutan Izin 
Sanksi pencabubtan Izin adalah sanksi yang dibebankan kepada orang yang 
memiliki ataupun mengoperasikan kapal penangkap atau pengangkut ikan yang 
tidak melakukan bongkarb muat ikan tangkapan ikan di pelabuhan perikanan, 
sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU perikanan.Mekanisme 
pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah dikenakan sanksi 
administratife berupa peringatan, pembekuan izin, dan akhirnya pencabutan izin. 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif yang di 
mana Deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitiam 
deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 
berlaku dalam mayarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 
kegitan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 
sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.
1
 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi 
mengenai permasalahan adalah bertempat di Kota Sinjai, Profinsi Sulawesi Selatan. 
Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab Kota Sinjai merupakan wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Sinjai yang telah mengadili tindak Illegal Fishing. Pengumpulan 
data dan informasi dilaksanakan di tempat yang dianggap penulis dapat memberikan 
kontribusi dalam penelitian ini. 
B. Pendekatan Penelitian 
Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.dengan pendekatan 
tersebut,peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang 
sedang dicoba untuk dicari jawabnya,yaitu : 
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a. Pendekatan undang-undang (statue approach)di lakukan dengan menelaah 
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 
yang sedang ditangani. 
b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
2
 
   C.  Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :.
3
 
1. Sumber Data Primer 
Yang dimaksud dengan data primer ialah data dasar atau data asli yang diperoleh 
peneliti dari tangan pertama,dari sumber asalnya yang pertama yang belum diulah 
dan diuraikan orang lain.Pada umumnya data primer mengandung data actual yang di 
dapat dari penelitian lapangan,dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota 
masyarakat dilokasi tempat penelitian dilakukan.Termasuk sebagai data primer,yaotu 
buku-buku atau dokumentasi yang diperoleh peneliti dilapangan,walaupun sifatnya 
merupakan data sekunder. 
2. Sumber data sekunder 
         Yang dimaksud sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti 
kepustakaan dan dokumentasi ,yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan 
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orang lain,yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang 
biasanya disediakan di perpustakaan,atau milik pribadi. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan cara:. 
1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang 
dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu Pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan Terwawancara (interviewer) yang membicarakan 
jawaban atas pertanyaan itu. Penulis akan mewawancarai informan yang lebih 
mengetahui tentang Upaya penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing dengan 
menggunakan bahan peledak sesuai dengan judul penelitian. Dalam metode 
wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman 
wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan penulis kepada 
informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap.
4
 
2. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat 
langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri,oleh karena itu,peneliti  
sebagai instrument harus di “validasi”sejauh penelitian kualitatif siap melakukan 
penelitian yang selanjutnya turun dilapangan untuk meneliti 
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Adapun instrument penelitian yang disiapkan oleh peneliti untuk penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
2. Buku wawancara dan alat tulis ,alat yang berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dari sumber data 
3. Camera alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis data 
1. Pengelolaan data 
Pengelolaan data dapat diartikan  sebagai proses mengartikan data-data 
lapangan yang sesuai dengan tujuan,rancangan,dan sifat penelitian.Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu : 
a. Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang 
dihasilkan peneliti 
b. Reduksi data adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topic dimana 
data tersebut dihasilkan dari peneliti 
c. Editing data pemeriksaan hasil penelitian yang untuk mengetahui relevasi 






2. Analisis data 
Teknik analisi data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh.Analisis data kualitatif adalah upaya yang 
dilakukan dengan jalan mengumpulkan , memilah, mengklasifikasi, dan mencatat 
yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber 
datanyatetap dapat ditelusuri. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Suatu 
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang obyektif. Maksudnya bahwa suatuu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validasi hasil 
penelitian,dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang 
cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 
paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Tetapi 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Hasil Lokasi Penelitian 
Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Balangnipa. Balangnipa atau 
Kota Sinjai berjarak sekitar 220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas 
wilayah 8196,96 km
2 
dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 228.879 jiwa. Sinjai 
resmi menjadi sebuah kabupaten pada tanggal 20 Oktober 1959 berdasarkan Undang-
Undang RI Nomor 29 tahun 1959. 
Sinjai secara geografis terdiri atas daratan rendah di Kecamatan Sinjai Utara, 
Tellu Limpoe dan Sinjai Timur. Selanjutnya daerah dataran tinggi dimulai dari Sinjai 
Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, dan Sinjai Borong. Sedangkan Kecamatan 
terunik adalah Kecamatan pulau Sembilan berupa hamparan 9 pulau yang berderet 
sampai mendekati Pulau Buton. 
Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan 
yang berjarak sekitar 223 km dari Kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan 
dengan Kabupaten Bone (Bagian Utara), Teluk. Bone (Bagian Timur), Kabupaten 
Bulukumba (di bagian selatan), dan Kabupaten Gowa (di bagian Barat) 
B. Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) 
Penegakan Hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui 
proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor  8 
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tahun 1981 tentang KUHAP dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi 
ditangani melalui tahapan Pre Adjukasi: pada tahapan ini Lembaga atau Instansi 
Penegak Hukum yang terlibat secara langsung yaitu penyidik (Polisi, Angkatan Laut, 
dan Penyidik PNS) serta Jaksa (Kejaksaan). Penegak hukumm melakukan suatu 
tindakan berdasarkan informasi maupun mengenai adanya suatu tindak pidana Illegal 
Fishing namun tidak jarang pula adanya tindakan langsung oleh kepolisian maupun 
Angkatan Laut atas temuan dari Intelegen mereka sendiri. Seperti sering 
dilakukannya Gelar Patroli Keamanan laut oleh kedua lembaga tersebut. Namun 
demikian hasil dari gelar patrol keamanan laut tersebut selanjutnya yang akan 
diproses pada tahapan selanjutnya. 
Berbagai upaya lain juga telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sinjai dalam 
upaya pengamanan Laut, tetap di pandang masih belum memadai dalam tantangan 
keamanan laut yang ada. Saat ini penyidik TNI AL secara konsisten telah 
menerapkan Undang-Undang  Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan melaksanakan 
enforcement of law secara cepat dan tuntas serta dapat menimbulkan efek jera bagi 
pelakunya. 
Prosedur dan tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari 
penegakan hukum dilaut mempunyai ciri-ciri atau cara-cara yang khas dan 
mengandung beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana didarat, Hal ini 
disebabkan karena di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi 
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terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati, seperti 
hak lintas damai, hak lintas alur kepulauan, hak lintas transit 
Adapun seperangkat aturan sebagai pendukung penegakan hukum terhadap 
tindak pidana illegal fishing antara lain sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil serta aturan pelaksanaan lainnya seperti: peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya 
Ikan 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
penelitian dan Pengembangan Perikanan 
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2005 tentang 
forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan 
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang 
komisi nasional pengkajian Sumber Daya Ikan 
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang 
penagkapan ikan di Wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia yang 
bukan untuk Tujuan Komersial. 
Akan tetapi dari penelitian dan berbagai sumber yang penulis dapatkan, 
ternyata dengan adanya rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang-Undang Nomor 
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31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan 
ketentuan pidana yang lain, namun sama sekali belum memberikan efek jera kepada 
pelaku kejahatan Illegal Fishing. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 
(enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau 
membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan palin berat 7 tahun bagi yang 
melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana 
denda paling banyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliyar rupiah). Rumusan 
sanksi dalam Undang-Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau 
minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memneri efek jera 
bagi pelaku.  
C. Pembahasan 
1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penangkapan Ikan 
Menggunakan Bahan Peledak 
Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara Bapak Tri Darma 
Putra selaku Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, ada beberapa faktor yang 




1. Faktor Ekonomi 
Alasan utama yang di kemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinjai adalah 
faktor ekonomi, pelaku mengaku bahwa mereka melakukakan illegal fishing 
                                                             
1
 Tri Darma Putra, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Wawancara,  Sinjai  16 Mei 2018 
51 
 
karena tidak memiliki pekerjaan atau karena hidup mereka bergantung pada 
hasil penangkapan ikan mereka, sedangkan keluarga mereka memerlukan 
berbagai kebutuhan hidup  
2. Faktor Pengetahuan  
Selain faktor ekonomi maka faktor rendahnya pengetahuan nelayan juga 
mendorong terjadinya illegal fishing. Nelayan cenderung tidak mengetahui 
larangan illegal fishing terutama penggunaan bahan peledak yang dapat 
menyebabkan kerusakan laut. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang 
terjerumus menggunakan bahan peledak untuk meningkatkan hasil 
tangkapannya. 
  Kurangnya penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan 
mengakibatkan banyak diantara masyarakat nelayan tidak mengetahui bahaya 
yang dapat di timbulkan dari penggunaan bahan peledak termasuk dampak 
yang lebih jauh terhadap lingkungan laut. Apabila persoalan ini tidak di tangani 
secara serius maka hal ini dapat menimbulakan kerugian yang jauh lebih besar 
bagi generasai yang akan datang, diantaranya matinya flora dan fauna laut 
bersama habitatnya. 
3. Faktor Pendidikan  
Faktor lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat 
mempengaruhi tindakan mereka untuk melakukan suatu tindak kejahatan. 
Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dalam bertindak dan 
berperilaku cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik 
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dan sistematis sehingga dalam perbuatannya cenderung dapat di pertanggung 
jawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang 
rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit. 
2. Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman 
  Dalam Proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib 
mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang 
ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang 
sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menerut ketentuan 
perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang N0.8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut 
KUHAP Pada Pasal 184 ayat 1 
 Pemberian putusan oleh hakim terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh 
pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian 
yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang 
terbukti dalam pemeriksaan dalam siding pengadilan. Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan pemidanaan dan berat ringannya sanksi terhadap tindak pidana 
Illegal Fishing dalam Putusan Nomor.55/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snj didasarkan pada 
kesalahan yang terbukti didalam persidangan. 
 Berdasarkan analisis mengenai syarat-syarat pemidanaan diatas, baik dari sisi 
perbuatan maupun pelaku, semuanya telah tepenuhi. Berarti menurut hukum pidana 
materil, terhadap terdakwa telah dapat dijatuhi hukuman. Dikaitkan lagi dengan 
hukum pidana formilnya, maka setelah syarat-syarat pemidanaan terpenuhi, harus 
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didukung pula oleh alat bukti minimum yang sah sebagaimana sesuai dengan 
rumusan pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang benar-benar melakukannya” 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bapak Tri Darma Putra selaku 
hakim Pengadilan Negeri Sinjai, menjelaskan dalam mengambil putusan hakim akan 
melihat manakah yang memberikan efek jera atau hal-hal yang meringankan. Apabila 
hal-hal yang memberatkan lebih dominan maka pidana yang dijatuhkan pun menjadi 
maksimum namun sebaliknya jika hal-hal yang meringankan lebih dominanan maka 
pidana yang dijatuhkan akan lebih ringan. Setiap hakim memiliki petimbangan 
tertentu dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana 
illegal Fishing. Hakim berpegang pada keyakinannya, dengan pertimbaangan sesuai 
dengan fakta dipersidangan. 
Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 
55/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snj telah mendasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana 
yang terdapat pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain: Telah mendengar 
keterangan saksi-saksi, telah melihat bukti surat yaitu hasil visum et repertum, telah 
mendengar keterangan dari terdakwa, dan melihat barang bukti sebagai petunjuk. 
Pada Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus-LH/2016/PN, Majelis Hakim telah 
memperhatikan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa. 
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a. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak  ekosistem 
terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungan yang berdampak pada 
menurunnya produktifitas perikanan. 
b. Hal yang meringankan yaitu terdakwa masih memiliki tanggung jawab 
keluarga 
Berkaitan dengan yang melakukan tindak pidana Illegal Fishing, hakim dalam 
pertimbangannya harus mengacu pada rumusan passal 84 ayat (1) UU RI No.45 
Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI  No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 
 Berkaitan dengan uraian di atas dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam 
memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana Illegal Fishing yang 
dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snj. Hakim 
dalam pertimbangannya mengacu kepada Pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 
Tentang perubahan UU RI  No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, memperhatikan 
mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, Hakim dalam 
perkara tindak pidana Illegal Fishing yang dilakukan oleh terdakwa Fudding Bin 
Abd. Rahman, memberikan sanksi pidana penjara selama I (satu) tahun 2 (dua) bulan 
dikulansi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di 
tahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rpiah) Subsidair 2 (dua) 
bulan kurungan. 
 Berdasarkan analisi diatas, penulis berpendapat bahwa perimbangan hakim 
dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa dala putusan Nomor 
55/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snj. telah sesuai, yaitu telah memperhatikan dasar 
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mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian 
telah mempertimbangkan yuridis dan non yuridis serta telah memperhatikan unsur-
unsur dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI  
No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 
D. Penanggulangan Illegal Fishing  yang Dilakukan Direktorat Polair Polda 
Sulselbar 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) khususnya di Direktorat 
Polair Polda Sulselbar senantiasa berusaha mewujudkan visinya, yaitu 
mengedepankan perannya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang 
mengutamakan pendekatan preventif dan persuasive, sedangkan represif adalah 
sebagai langkah terakhir Polri berusaha menjalankan misinya, yaitu memberikan 
perlindungan, pengayoman pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum secara 
profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,melanjutkan upaya 
koordinasi internal Polri, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karenanya aparat kepolisian 
khususnya di wilayah hukum kota Sinjai selalu melakukan usaha-usaha penindakan 
dalam menanggulangi hal-hal yang berpotensi dapat menganggu kamtibmas. 
Fakta telah menunjukkan bahwa kejahatan Illegal Fishing sudah menjadi 
sesuatu yang sangat memperihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang dapat 
merugikan kepada masyarakat dan negara. 
Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan 
yang memiliki mata pencaharian diwilayah perairan. Hal ini menjadi ancaman bagi 
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kelangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem 
lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup dalam biota laut. 
Sebelum penulis kemukakan Upaya penanggulangan Illegal Fishing di Kota 
Sinjai berikut Penulis paparkan hasil penelitian jumlah tindak pidana Illegal Fishing 
yang terjadi di Kota Sinjai dalam kurun waktu 2014-2017. 
Tabel 01 
Jumlah Temuan Kasus Penangkapan Ikan secara Illegal 
di Kabupaten Sinjai tahun 2013-1017 
No  
Jenis illegal fishing 
Jumlah kasus pertahun 
2014 2015 2016 2017 
1 Menggunakan bahan 
peledak/bom 
ikan(bomb fishing) 
- - 2 - 
2 Menggunakan zat 
kimia/bius ikan 
(cyanide fishing) 
- - - - 
3 Penangkapan ikan 
dengan melanggar 
fishing ground 
- - - - 
4 Penangkapan ikan 
tanpa memiliki atau 
memalsukan surat izin 
(SIUP,SIPI, & SIKPI) 











Sumber Data : Data Primer 
Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa selama kurun waktu antara tahun 
2014-2017 ditemukan 7 kasus tindak pidana penangkapan ikan secara (Illegal 
Fishing). Pada tahun 2014 terdapat 2 kasus illegal fishing yang keduanya merupakan 
penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan 
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SIKPI) dan tidak terdapat kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan 
peledak/bom ikan (bomb fishing), menggunakan zat kimia/bius ikan (cyanidefishing), 
dan juga penangkapan ikan dengan melanggar fishing ground. Tahun 2015 terdapat 2 
kasus illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (bomb fishing), 
tahun 2016 terjadi penurunan yaitu hanya terdapat 1 kasus illegal fishing dan tahun 
2017 terdapat 2 kasus illegal fishing yang masing-masing merupakan penangkapan 
ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, SIKPI). Berdasarkan 
data tersebut,dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 kasus yang berkaitan dengan 
penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan 
SIKPI). Dan 2 kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bpm ikan 
(bomb fishing). 
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam 
menanggulangi serta memberantas tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan 
Bahan Peledak diwilayah hukum Direktorat polair polda sulselbar adalah sebagai 
berikut: 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana illegal 
fishing di  Kota Sinjai. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara 
sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar 
tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak di wilayah hukum 
Direktorat Polair Polda Sulselbar dapat diminimalisir. Upaya preventif yang 
dilakukan antara lain: 
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a. Penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk 
misalnya melalui media massa, atau secara langsung mengadakan seminar 
ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan 
hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum, dan diharapkan 
masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, 
memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem 
yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya penangkapan ikan 
menggunakan bahan peledak baik bagi pela ku maupun masyarakat, 
menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak 
kepolisian apabila terjadi illegal fishing. 
b. Mengadakan patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan yang 
efektif dan terus menerus dibawah koordinasi kepolisan. 
a. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat 
secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktik illegal 
fishing. 
2. Upaya Represif 
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan 
pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijeratkan kepada pelaku illegal 




Dalam menangani kasus Illegal Fishing diperlukan peraturan-peraturan 
perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak pelaku illegal 
fishing. Berdasar dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 
Tahun 1982 (United Nation Conventionon The Law of The Sea 1982), pemerintah 
Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985, kemudian 
pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 
tentang Perikanan. Hal ini bertujuan agar pelaku illegal fishing dapat ditindak 
sesuai aturan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang  No.45 Tahun 
2009 tentang Perikanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional dalam 
bidang perikanan dan mengakomodir masalah illegal fishing serta dapat 
mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam 
pelaksanaan penegakan hukum dilaut Undang-Undang ini sangat penting dan 
strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. 
E.  Pandangan Hukum Islam Mengenai Illegal Fishing 
Allah yang menundukkan lautan (Untukmu) agar kamu dapat memakan 
daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu 
perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya 
kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, supaya kamu bersyukur. 
Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara 
keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing, maka nikmat Tuhan 
manakah yang kau dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. 
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Begitu banyaknya limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada 
manusia yang salah satu diantaranya adalah sumberdaya periakanan agar manusia itu 
bisa memanfaatkan dan menikmatinya. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan 
dengan laut, seringkali allah mengakhirinya dengan kata syukur. Hal ini 
menunjukkan bahwa kenikmatan berupa sumberdaya perikanan yang Allah itu patut 
kita sykuri, dengan demikian Allah memberikan tambahan kenikmatan. Akan tetapi 
kadangkala manusia tidak mau bersyukur  dan lupa dengan kenikmatan tersebut 
sehingga azab dan bencana dari Allah-lah yang akan diperoleh seperti dalam Firman 
Allah Dalam Qs: Ibrahim ayat 7: 
 ۡىُكُّبَز ٌَ ََّذَأت ِۡذإَو  ۡىُكَََّديَِشَلَ ُۡىتَۡسڪَش ٍِ َٮنۖ  ديِد َ َن  ِببَر َ  ٌَّ ِإ ُۡىتَۡس َ  ٍِ َٮنَو   ۬  
Terjemahannya:  
“dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 




Salah satu wujud rasa syukur adalah dengan memanfaatkan dan mengelola 
sumberdaya perikanan dengan baik dan benar. Akan tetapi sebagian manusia merasa 
sombong dengan membuat kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan pengelolaan 
sumberdaya perikanan yang bukan bersumber dari aturan-aturan Allah, sehingga 
yang diperoleh bukanlah kenikmatan dan kesejahteraan tetapi sebaliknya bencana dan 
kesengsaraa. Maka dapat disimpulkan bahwa pemyebab kesengsaraan ini tidak lain 
dan tidak bukan adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri,. Bisa kita 
                                                             
2
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (t.t: t.p., 2012), h.346 
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lihat bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dibidang perikanan ternyata 
salah satunya merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manusia 
yang bertentangan dengan aturan Allah swt. 
Allah swt dalam Al-Qur’an banyak menyeru manusia untuk mengamati alam 
semesta termasuk didalalamnya laut agar manusia berfikir sehingga mereka bisa 
mengambil manfaat darinya dengan menggunakan ilmu dan teknologi sehingga 
sebagai tuntunan dalam pengelolaannya agar manusia selalu terikat dengan aturan-
aturan Allah swt. 
Menanggapi kebijakan-kebijakan perikanan yang kita lihat ternyata 
berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama kemiskinan dan 
keterbelakangan solusi yang nyata apabila dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai 
dengan aturan Allah swt akan menghasilkan kemaslahatan dan kesejahteraan. Dalam 
Qs:Al-Baqarah / (2): 188: 
 َٓاِهب ْبُىنُۡدتَو ِمِط ٰـ َبۡنِٲب ىَُكَُۡيب ىَُكنٳَىَۡيأ ْبُٓىهُكَۡأت َلََو ٍۡ ِّي ا
ً۬ قيَِسف ْبُىه َُ َۡأِتن ِواَّڪُحۡنٱ  َِنإ
( ٌَ ى ًُ َهَۡعت ُۡىتََأَو ِىۡث ِۡلِۡٲب ِساَُّنٱ ِلٳَىَۡيأ٨١١)   
Terjemahannya: 
“ dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
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harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.3 
 (Dan janganlah kamu memakan harta sesame kamu), artinya janganlah 
sebahagian kamu memakan harta yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya 
jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan 
lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke 
pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat 
memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta 
manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu 
berbuat kekeliruan. 
 
                                                             









 Berdasarkan uraian seblumnya maka penulis dapat menyimpulkam sebagai 
berikut : 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penangkapan Ikan 
Menggunakan bahan Peledak di Kabupaten Sinjai adalah faktor ekonomi masyarakat 
nelayan yang kurang, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari 
illegal fishing, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan 
tanpa memperhitungkan akibat dari Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak 
Selain itu diharapkan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan, Banyak 
petunjuk Ayat-ayat Allah swt  menyuruh kita untuk patuh dan taat serta memelihara 
alam semesta ini bahkan kita di harap untuk tidak merusak bumi dan isinya dengan 
cara-cara yang bertentangan dengan Ayat-ayat Islam. 
  Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa 
dalam putusan Nomor 55/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snj. telah sesuai, yaitu telah 
memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat, Menanggapi kebijaka-kebijakan perikanan yang kita lihat ternyata 
berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama kemiskinan dan 
keterbelakangan masyarakat nelayan, dengan jelas Islam memberikan solusi yang 
nyata apabila dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Allah Swt 
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B.  Implikasi Penelitian 
    Disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih 
aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat tindak pidana 
Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak. 
 Disarankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Penangkapan 
Ikan Menggunakan Bahan Peledak bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan 
masyarakat nelayan secara umum 
   Dalam hal pengawasan sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 
a. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia 
b. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional 
c. Perlu adanya operasi secara rutin, terpadu, terkoordinasi, dan dirahasiakan 






Erwin,Muhammad. 2015. Hukum Lingkungan dalamSistem Perundangan dan     
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indinesia.Bandung: PT Refika Aditama.  
Faisal.Ahmad. 2016 .Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma 
Industri Hijau.Yogyakarta: Pustaka Yustisia 
Husain.Sukan. 2016. Hukum Lingkungan Internasional.Jakarta : PT RajaGrafindo 
Persada 
Hadikusuma.Hilmad. 2005. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu 
Hukum.Jakarta : Prenamedia Group  
Kusnadi.2009.Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir.Yogyakarta : 
Ar-Ruzz Media 
Mulyono.2007.Ilmu Lingkungan.Yogyakarta :Graha Ilmu 
Muhjad.Haidin.2015.Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks 
Indonesia.Yogyakarta: Genta Publishing 
Mahmudah.Nunung.2015.Illegal Fishing.Jakarta : Sinar Grafika 
Mahmud.Peter Marzuki.2005.Penelitian Hukum.Jakarta : Prenamedia Group 
Na zir.Moh.2005.Metode Penelitian.Bogor .Bogor Selatan: Graha Indonesia 
Rahman.Bahaking.2009.Pengetahuan Lingkungan.Makassar :Alauddin Perss 
Rahmadani.Takdir.2011.Hukum Lingkungan di Indonesia.Jakarta : PT Raja Grafindo 
66 
 
Supriyono.2009.Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati.Yogyakarta :Pustaka 
Pelajar 
Supriharyono.2009.Konservasi Sumberdaya Hayati.Yogyakarta : Pustaka Pelajar 
Soemarno.Otto.2007.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.Yogyakarta :Gadjah 
Mada University 
Suharto.2005.Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara dan Air.Yogyakarta : Andi 
Offset 
Sunarto.Siswanto.2005.Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian 
Sengketa.Jakarta :Rineka Cipta 
Sunggono.Bambang.2007.Metodologi Penelitian Hukum.Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada 
Elies dan Salim HS. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 
Disertasi. Jakarta: Rajawali 
Hadikusuma.Hilman.1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu 
Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju 
Suparni,Ninik.2007. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan 
Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika 
Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya 











Tatioclig02. Apa Arti Bahan Peledak “http.//tatioclig.mwb.im/bahan-
peledak.xthml.diakses pada 8 mei 2018 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 ANNISA DIAN HUMAERA, Dilahirkan di Kota Sinjai  Pada hari 
Selasa tanggal 22 Juli 1997. Anak Pertama dari empat bersaudara 
pasangan dari Ibrahim Pasang dan Satria M. Peneliti menyelesaikan 
pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 76 Barania di Kecamatan Sinjai 
Barat Kabupaten Sinjai pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti 
melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Sinjai Barat dan tamat 
pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sinjai 
Barat pada Tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan 
pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar (UIN) Fakultas Syari’ah dan Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum. Penulis 
menyelesaikan kuliah strata satu (S1) Pada Tahun 2018. 
 
 
